
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 

guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sesuai ketentuan UUD 1945, 

Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta 

jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Menurut UUD 1945, Pemilu dilaksanakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), 

yang keduanya merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri serta 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menjaga 

kemandirian, integritas, dan kredibilitas terhadap kedua lembaga penyelenggara 

Pemilu tersebut.
1
 Ketiga lembaga (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dimaksud, merupakan 

satu kesatuan dalam fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemilu. Pemilu demokratis 

adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang 

demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.
2
 

Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah 

sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu.
3
 Robert 

A. Dahl memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu 

memenuhi prinsip-prinsip demokrasi: pertama, inclusiveness, artinya setiap orang 
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yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; kedua, equal vote, artinya setiap 

suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, effective participation, artinya 

setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekpresikan pilihannya keempat, 

enlightened understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya 

secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk 

memutuskan pilihannya; dan kelima, final control of agenda, artinya pemilu dianggap 

demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya 

pemilu.
4
 

Selain itu pemilu yang demokratis juga ditentukan oleh kredibilitas dan 

profesionalitas penyelenggara pemilu, Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA) merumuskan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin 

legitimasi kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, yaitu: independence, 

impartiality, integrity, transparency, eficiency, proffessionalism dan service-

mindednes. Prinsip-prinsip tersebut merupakan standar Internasional yang bisa 

menjadi tolak ukur demokratis atau tidaknya suatu pemilu.
5
 Lebih lanjut Pasal 22E 

ayat (5) UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Oleh sebab 

itu, independensi dan imparsialitas penyelenggara pemilu merupakan tuntutan 

konstitusi yang harus terpenuhi.
 6
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Seperti yang dikemukakan dan diputuskan oleh lembaga Negara Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Komisi Pemilihan 

Umum memastikan bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak, tahun ini akan 

digelar pada Februari 2017 untuk pemilihan Walikota dan Wakil walikota  Tahun ini 

merupakan kali kedua bangsa ini menyelenggara Pemilu secara serentak.
7
 Tuntutan 

masyarakat tentu saja adalah Pemilu bisa berjalan dengan baik dan benar melalui 

penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian yang penting saat ini untuk diresapi 

adalah persoalan netralitas dan etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan 

penyelenggara Pemilu. Tanpa adanya etika dan netralitas dalam Pemilu akan 

memunculkan berbagi permasalahan dan konflik serta sengketa hasil.  

Landasan dan kemudian prinsip dasar etika dan perilaku diatur sangat jelas 

dalam Peraturan Bersama Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) 

nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012 tentang Kode etik Pasal 2, 4 di dalamnya disebutkan 

bahwa kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas 

anggota KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya. Di dalam pasal lain 

dipertegas bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, 

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas.
8
 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

menggariskan bahwa, DKPP memiliki sejumlah tugas, yakni satu menerima 
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pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dua melakukan 

penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran 

kode etik, yang dilakukan penyelenggara Pemilu, tiga menetapkan putusan dan empat 

menyampaikan Putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
 9
  

Sebanyak 147 gugatan ke Mahkamah Konstitusi, 396 laporan dan  pengaduan 

ke DKPP, sekitar 100 sengketa di Bawaslu, Panwas, PTUN dan Mahakamah Agung. 

Dari 396 laporan dan/atau pengaduan dengan jumlah total 465 teradu yang masuk ke 

DKPP di tahun 2015, 107 perkara disidangkan dan sebanyak 83 perkara diputus. 

Sebanyak 122 orang dijatuhi sanksi peringatan, 4 (empat) orang pemberhentian 

sementara, 47 orang pemberhentian tetap, ketetapan 13 orang dan sebanyak 179 tidak 

terbukti melakukan kesalahan yang diadukan dan DKPP merehabilitasi nama 

baiknya.
10

 

 Memperhatikan jumlah pengaduan yang masuk, jumlah perkara yang 

disidangkan serta jumlah teradu terputus dan dijatuhi sanksi, menunjukkan  

peningkatan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan Pemilu legislatif dan Pemilu 

Presiden. Seperti telah diprediksi sebelumnya bahwa persentase pelanggaran dalam 

Pemilukada potensi mengalami peningkatan, oleh karena beberapa faktor di 

antaranya faktor demografi. Faktor geografi meliputi faktor alam meliputi cuaca, 

sarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai untuk menjangkau pemilih 

yang tersebar di pelosok, atau sebaliknya kedekatan antara penyelenggara dengan 

baik peserta ataupun pemilih, hubungan perkampungan. Sedangkan faktor demografi 
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berkaitan faktor hubungan sosial, budaya, politik, ekonomi, agama, hukum dan 

organisasi. 

Kemudian data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat 12 

permasalahan yang muncul dalam Pemilukada serentak 2015.
11

 Permasalahan 

tersebut muncul mulai dari penyerahan syarat dukungan pasangan calon hingga 

penetapan pasangan calon.
12

 Dan khusus untuk daerah Sumatera Barat terdapat 

beberapa pengaduan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Sebaran Pengaduan yang diterima oleh DKPP pada tahun 2015 

Kabupaten/Kota di provinsi Sumatra Barat 

Sumber: Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015 

 

Pemilihan umum Walikota Payakumbuh yang disebut Pilkada Payakumbuh 

2017 akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk menentukan Walikota dan 

Wakil Walikota Payakumbuh untuk periode 2017-2022. Ini merupakan pemilihan 

kepala daerah ketiga bagi Payakumbuh yang dilakukan secara lansung menggunakan 

sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan akan mengikuti jadwal Pilkada serentak 
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No Provinsi Kota /kabupaten Jumlah pengaduan 

1 Sumatra Barat KPU Prov 1 

Dharmasraya 1 

Lima Puluh Kota 1 

Padang 8 

Pariaman 1 

Pasaman 3 

Pesisir Selatan 1 

Solok 1 



 

 

gelombang kedua pada 2017 di Sumatra Barat hanya Payakumbuh dan Kepulauan 

Mentawai yang ikut jadwal Pilkada serentak 2017. 

Pencalonan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam pemilihan 

kepala daerah. Dalam tahapan pencalonan ini, sub-tahapan pencalonan yang cukup 

rawan adalah berkas calon dan berkas pencalonan. Pada berkas pencalonan, dokumen 

penting yang cukup rawan ialah persetujuan dari partai politik pengusung, sedangkan 

pada berkas calon yang sering dipersoalkan ialah keaslian ijazah dan status pajak 

bakal calon.
13

 

Dugaan pelanggaran terkait penetapan calon Walikota Payakumbuh pada   

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kota Payakumbuh Atas Nama H.Wendra Yunaldi, SH, MH, karena tidak ada tanda 

bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP).
14

 

Kemudian pelanggaran juga terjadi di Panwas Pemilu Kota Payakumbuh yang mana 

tidak terbukanya latar belakang dari ketua Panwas Pemilu Kota Payakumbuh 

mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan pengurusan Partai Amanat 

Nasional (PAN) Kota Payakumbuh. 

Apabila dirunut dari setiap tahapan pemilu, maka peluang terjadi pelanggaran 

kode etik dan hukum dapat muncul dari setiap tahapan diantaranya: 
15
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Tabel 1.2 Peluang Pelanggaran Kode Etik Per Tahapan 

Tahapan        Peluang  pelanggaran kode etik 

Seleksi Penyelenggara 

(KPU ) 

- Adanya conflict of interest dari berbagai 

pihak kepada panitia seleksi KPU. 

 

Perencanaan program & 

anggaran 

- Politik anggaran antara eksekutif, legislatif 

dan penyelenggara pemilu. 

 

Pembentukan PPK,PPS dan 

KPPS 

- Peluang adanya titipan dari kandidat / partai 

politik di PPK, PPS dan KPPS. 

 

Pembentukan Panwas - Peluang adanya titipan dari kandidat / partai 

politik 

 

Penyerahan dan 

pemutakhiran daftar 

pemilih 

- Peluang munculnya daftar pemilih 

bodong/hantu dari titipan kandidat/partai 

pemilih. 

 

- Pantarlih yang tidak melakukan 

pemutakhiran daftar pemilih 

 

- Warga masyarakat yang tidak peduli terhadap 

daftar pemilih 

 

- Kelompok pemilih yang tidak terdaftar, 

missal masyarakat miskin yang tidak 

memiliki administrasi kependudukan, 

siswa/mahasiswa yang tinggal diluar kota, 

pegawai swasta yang administrasi 

kependudukannya berbeda dengan domisli. 

 

Pendaftaran dan Penelitian 

Persyaratan calon Pasangan 

- Dokumen palsu pasangan calon 

 

- Dualisme kepengurusan partai politik 

 

- Persyaratan dukungan partai politik 

 

- Pemenuhan dokumen dari instansi lain 

 

- Pergantian calon diluar ketentuan 

 

- Politik uang antara kandidat dan partai politik 

 

- Berkas dukungan partai politik dengan 



 

 

berbagai variasi. Contoh: partai 

mengeluarkan berkas dukungan untuk 

berbagai kandidat 

 

- Inkonsistensi waktu dan prosedur yang 

diterapkan oleh penyelenggara terhadap 

kandidat. 

Pelaksanaan Kampanye - Perubahan kesepakatan awal antara kandidat 

dan penyelenggara, misal pelaksanaan jadwal 

dan tenpat kampanye. 

 

- Dukungan yang disampaikan penyelenggara 

pada kandidat 

 

- Politik uang antara kandidat dan pemilih 

 

- Perusakan APK oleh kelompok tertentu 

 

- Kampaye di media elektronik 

 

- Black campaign kandidat 

 

 

Pelaksanaan pemungutan 

suara 

- Pemungutan uang 

 

- Ajakan dari penyelenggara untuk memilih 

kandidat tertentu 

 

- Waktu pemilihan yang menyulitkan bagi 

kelompok masyarakat tertentu. Missal, 

pedagang pasar, mahasiswa, pekerja yang 

bekerja diluar kota. 

 

 

Penghitungan dan 

rekapitulasi hasil 

- Perubahan hasil suara pemilu 

 

- Jual beli suara antara penyelenggara dan 

kandidat. 

 

 

 

Sumber: Buku DKPP RI Buku1 Problematika Pemilukada Serentak hlm. 61-63 

 



 

 

 Untuk kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di pilkada Kota 

Payakumbuh, peluang terjadi pelanggaran yaitu dalam tahapan pembentukan Panwas 

peluang pelanggaran adanya titipan dari kadidat atau partai politik. Kemudia tahapan 

pendaftaran dan penelitian persyaratan calon pasangan, yang mana peluang 

pelanggaran terjadi di pemenuhan dokumen dari instansi lain.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Payakumbuh melakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Komisi pemilihan umum 

Kota Payakumbuh menetapkan tiga pasangan calon, akan tetapi berdasarkan data 

yang diserahkan oleh calon Walikota atas nama Wendra Yunaldi sebagai dasar untuk 

memenuhi syarat calon dengan adanya tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak 

tertuang ada tujuh teguran yang belum di selesaikan. Dan hal ini tidak sesuai dengan 

aturan dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2016 pasal 1 huruf o 

tentang tanda bukti tidak ada tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama tempat calon yang bersangkutan terdaftar.  

Panitia pengawas pemilihan Kota Payakumbuh dalam proses penetapan calon 

telah menyampaikan secara lisan hasil verifikasi faktual dari Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia yaitu Dikrektorat Jendral Pajak Direktorat keberatan dan banding 

serta hasil verifikasi faktual ke pengadilan pajak Jakarta. Tetapi hal ini tidak menjadi 

pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam penetapan 

pasangan calon yang bersangkutan. 



 

 

Berkas pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota 

Payakumbuh atas nama H. Wendra Yunaldi, SH, MH dan H. Yunaldi, S.Sos di mana 

dalam pemenuhan persyaratan tidak sedang memiliki tunggakan utang secara 

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara, maka yang bersangkutan memasukan berkas berupa 

surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, Nomor: S.PILKADA-

13397/WPJ.27/KP.05/2016 tanggal 14 September 2016 dengan perihal keterangan 

pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon Kepala Daerah, hal mana pada angka 

III surat tersebut tertera Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak.  

Tabel 1.3 Keterangan pajak pasangan calon Wendra 

No  Nomor Ketetapan  Nilai Utang 

Pajak 

Jatuh 

Tempo  

Keterangan  

1 00001/240/10/204/15 304.942.456 02/08/2015 TEGURAN  

2 00002/247/11/204/15 476.560.000 02/08/2015 TEGURAN 

3 00002/240/11/204/15 227.932.765 02/08/2015 TEGURAN 

4 00003/140/10/204/15 1.200.000 02/08/2015 TEGURAN 

5 00003/207/10/204/15 627.696.120 02/08/2015 TEGURAN 

6 00016/107/11/204/15 64.400.000 02/08/2015 TEGURAN 

7 00017/107/10/204/15 84.823.800 02/08/2015 TEGURAN 

Sumber: Putusan DKPP no 133/DKPP-PKE-V/2016. Salinan Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diunduh Dari Laman: 

www.dkpp.go.id. 

Gambaran kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di 

Pilkada Kota Payakumbuh saat pelaksanaan Pemilukada serentak 2017 di Kota 

Payakumbuh: 

Tabel 1.4 Gambaran kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 

Pemilu di Pilkada Kota Payakumbuh 

Pengaduan dan/atau terlapor                                                                                                                                                           Nama :  

1. Media Febrina, SE 

2. Suci Wildanis, S.Sos 

3. Ismail Hamzah, S.Pt 

Pekerjaan 

http://www.dkpp.go.id/


 

 

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota 

Payakumbuh   (DivisI Organisasi dan SDM) 

2. Anggota Panitia Peigawas Pemilihan Kota 

Payakumbuh (Divisi Pencegahan dan 

Hubungan Antar Lembaga). 

3. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota 

Payakumbuh  

 

 

Teradu dan/atau terlapor  1. Nama  : Hetta Manbayu, S.H 

Jabatan: Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kota Payakumbuh 

 

2. Nama  : Yuzalmon, S.Ag, M.Si                 

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kota Payakumbuh (Divisi Perencan Data) 

 

3. Nama : Haidi Mursal, S.P   

Jabatan: Anggota Komisi PEmilihan Umum 

Kota Payakumbuh (Divisi Umum, Logistik 

dan Keuangan)  

 

4. Nama : Muhamad Khadafi  

Jabatan: Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Kota Payakumbuh (Divisi Teknis) 

 

5. Nama : Ade Jumiarti Marlia, S.IP 

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kota Payakumbuh (Divisi Hukum) 

 

Peristiwa yang diadukan 

 

 

 

a) Waktu Kejadian  : 24 Oktober 2016 

 

b) Tempat Kejadian: Kantor Komisi Pemilihan 

Umum Kota Payakumbuh 

 

c) Perbuatan Yang Dilakukan : Pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu| 

 

d) Pasal Yang Dilanggar : Pasal 5 Peraturam 

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan     

Pengawas Pemilihan Umum,dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 

2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode 

Etik Penyelenggara Pemiliham Umum 



 

 

“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada 

asas (a) Mandiri,(b) Jujur, (c) Adil, (d) 

Kepastian Hukum, (e) Tertib, (f) Kepentingan 

Umum, (g) Keterbukaan, (h) 

Proporsionalitas, (i) Profesionalitas, (j) 

Akuntabilitas, (k) Efisiensi, (l) Efektivitas dan 

(m) aksesibilitas’:   

 

Bukti bukti  1) Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota 

Payakumbuh Nomor : 63/Panwas-

Pyk/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 

tentang Rekomendasi. 

2) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota 

Payakumbuh Nomor : 89/BA/X/2016 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh 

Tahun 2017 

3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Payakumbuh Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-

003.435145/2016 tentang Penetapan Pasangan 

Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Payakumbuh Tahun 2017 

4) Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan 

Kota Payakumbuh atas klarifikasi terhadap 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh 

Nomor : 10/BA/Panwaslih-Pyk/X/2016 

tanggal 3 Oktober 2016 

5) Surat dari Pengadilan Pajak Nomor : S-

739/SP/2016 tentang Tanggapan Atas 

Konsultasi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan 

Kota Payakumbuh tanggal 12 Oktober 2016 

6) Surat Dari Pengadilan Pajak Nomor : S-

782/SP/2016 tentang Tanggapan Atas 

Konsultasi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan 

Kota tertanggal 28 Oktober 2016 

7) Surat dari Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Keberatan dan Banding Nomor: S-

6845/P.J.07/2016. Permintaan keterangan 

oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota 

Payakumbuh yang dikeluarkan oleh 

kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak Keberatan dan 

Banding tanggal 24 Oktober 2016 

8) Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 



 

 

Payakumbuh atas Tunggakan Pajak (7 

Teguran) Nomor : S.PILKADA-

13397/WPJ.27/KP.05/2016\ 

9) Fotocopy Tanda Terima Surat Gugatan dari 

Wendra Yunaldi kepada Sekretariat Jenderal 

Sekretariat Pengadilan Pajak Jakarta dengan 

Nomor Surat Permohonan 0003/WY-

KKPSB/X/2016 dengan tanggal Surat 

Permohonan 24 Oktober 2016, dan tanggal 

diterima Pengadilan Pajak tanggal 26 Oktober 

2016 

10) Foto copy Tanda Terima Surat Gugatan dari 

Wendra Yunaldi Kepada Sekretariat Jenderal 

Sekretariat Pengadilan Pajak Jakarta dengan 

Nomor Surat Permohonan 0003/WY-

KKPSB/III/2016 dan Nomor 002/WY-

KKPSB/III/2016) dan diterima pada tanggal 

17 Maret 2016 

11) Foto copy tanda terima pendaftaran perkara 

yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pajak 

Sekretariat Pengadilan Pajak atas nama 

Wendra yunaldi dengan Nomor Surat 

Permohonan 0002/WY-KKPSB/III tanggal 7 

Maret yang dikeluarkan pada Maret  2016 

12) Surat Komisi Pemilihan Umum Kota 

Payakumbuh Nomor : 190/KPU-

Kota.003.435146/IX/2016 tertanggal 10 

Oktober 2016 Perihal Mohon Penjelasan 

13) Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 562/KPU/X/2016 tertanggal 

18 Oktober 2016 tentang Penjelasan 

Pencalonan Pilkada 2017 

14) Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Hetta 

Manbayu 

15) Surat Komisi Pemilihan Umum Kota 

Payakumbuh Nomor : 192/KPU-

Kota.003.435146/X/2016 tertanggal 14 

Oktober 2016 Perihal Mohon Penjelasan 

 

 

 

Sumber: Data yang didapat di kantor Bawaslu Provinsi Sumatra Barat dan diolah 

oleh peneliti  



 

 

Kasus pelanggaran kode etik juga terjadi di Panwaslu Kota Payakumbuh yaitu 

Media Febrina selaku Ketua Panwas Kota Payakumbuh mempunyai suami yang 

terlibat dalam anggota dan Pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) kota 

Payakumbuh.
16

 Jawaban dan keterangan pengadu yang menerangkan bahwa tidak ada 

larangan bagi penyelenggara pemilu menikah dengan anggota partai politik adalah 

sesuatu yang sangat beralasan. Namun secara etik sebagai anggota penyelenggara 

pemilu dituntut mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat 

menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai 

penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a Peraturan Bersama 

KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu. Tidak ada suatu alasan bagi penyelenggara pemilu yang dapat 

dibenarkan menurut etika untuk tidak mengumumkan adanya hubungan atau 

keterkaitan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kedudukan Pengadu baik 

sebagai ketua maupun sebagai anggota Panwas Kota Payakumbuh sepatutnya 

mengumumkan hubungan pernikahannya sejak diketahui bahwa suaminya adalah 

anggota dan pengurus partai politik.
17

 

Keterangan pengadu bahwa hubungan pernikahannya baru berjalan 3 (tiga) 

bulan dan meminta suaminya untuk tidak menjadi pengurus partai karena posisi 

pengadu sebagai penyelenggara pemilu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak 

mengumumkan pernikahannya. Sikap pengadu meminta suaminya untuk tidak 

menjadi pengurus partai politik berarti pengadu telah mengetahui sebelumnya jika 
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 Putusan DKPP no 133/DKPP-PKE-V/2016. Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu.Diunduh Dari Laman: www.dkpp.go.id.  
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Ibid hlm 59. 
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suaminya adalah aktivis partai sekalipun pengadu belum secara eksplisit melihat 

namanya dalam suatu surat keputusan  sebagai pengurus partai. Sebagai aktifis partai, 

afiliasi politik dalam kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sangat 

mungkin terjadi sehingga potensi konflik kepentingan dengan jabatan pengadu 

sebagai ketua dan anggota Panwas sangat besar. Sampai sidang pemeriksaan DKPP 

terkait perkara ini, pengadu sama sekali belum mempublikasikan hubungan 

perkawinan dengan suaminya sebagai anggota dan pengurus partai politik.
18

 

Tindakan pengaduan Media Febrina tidak mengumumkan atau 

mempublikasikan mengenai keterlibatan suaminya dalam partai politik, menurut 

DKPP merupakan tindakan yang secara nyata melanggar Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu. Tindakan Pengadu tidak mengumumkan atau mempublikasikan keterlibatan 

suaminya dalam partai politik dapat menimbulkan prasangka yang bisa menurunkan 

kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu. Sebagai ketua Panwas Kota 

Payakumbuh, pengadu sepatutnya memberikan teladan dan segera mengumumkan 

atau mempublikasi keterlibatan suaminya dalam partai politik. Tindakan pengadu 

tidak mempublikasikan keterlibatan suaminya dalam kepengurusan Partai Politik 

merupakan tindakan asas proporsionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam 

Pasal 5 huruf  h juncto Pasal 14 huruf a peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP 

Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan 

setelah memeriksa keterangan para pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, 
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dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu memutuskan:
19

 

1. Menerima pengaduan para pengadu untuk sebagian 

2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada teradu I atas 

nama Hetta Manbayu selaku ketua KPU Kota Payakumbuh sejak 

dibacakannya putusan ini 

3. Merehabilitasi teradu II, teradu III, teradu IV, dan teradu v atas nama 

Yuzalmon Haidi Mursal, Muhamad Khadafi, dan Ade Jumiarti Marlia selaku 

anggota KPU Kota Payakumbuh. 

4. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada pengadu atas 

nama Media Febrina selaku ketua Panwas Kota Payakumbuh ditambah 

kewajiban mengumumkan kepada publik mengenai keterlibatan suami 

pengadu dalam partai politik sejak dibacakannya putusan ini 

5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan 

putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan  

6. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk 

melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan  

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk 

mengawasi pelaksanaan putusan ini.
20
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Berdasarkan permasalahan yang terpapar di atas peneliti ingin meneliti 

bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA) di dalam pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip yang digunakan Institute for Democracy 

and Electoral Assistance (IDEA) di dalam pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

ilmu kita secara umum di bidang politik dan khususnya mengenai etika 

penyelenggara pemilu di pilkada Kota Payakumbuh . 

b. Manfaat Praktis: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

solusi bagi penyelenggara pemilu agar terciptanya pemelu atau pemilukada yangt 

demokratis dan transparan sesuai dengan etika yang terdapat dalam uu yang 

mengatur pemilu 

 

 

 

 


